
  

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 
NOMOR 23 TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 

ANGGARAN 2025 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

 

Menimbang  :  bahwa dalam rangka malaksanakan proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus 

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin 



Timur tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2025. 

 

Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  

3.   Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Nomor 5494);   

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

5.   Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah; 

6.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan sekretariat Jenderal 

Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 1153);  

7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 



Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

9.    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172); 

10.  Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 855/ 

Kpts/KPU/Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 

TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN 

TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 

ANGGARAN 2025 

KESATU  :  Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem

 Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

 Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

 dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak

 terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

KEDUA  :   Menetapkan Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 



tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA  :  Menetapkan Format Dokumen Kartu Kendali Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT  :  Menetapkan Format Dokumen Daftar Uji dan Laporan 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KELIMA  :  Pedoman teknis, format keputusan tentang pembentukan 

satuan tugas, dan format dokumen kartu kendali, serta 

format dokumen daftar uji dan laporan penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, 

dan Diktum KEEMPAT  menjadi pedoman bagi Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 

 

 

 



KEENAM  :  Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: 

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Penggendalian Intern 

Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

dan 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang 

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 

Anggaran 2025 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KETUJUH  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 

Pada tanggal 2 Oktober 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

KABUPATEN KOTAWARINGIN 

BARAT  

 

TTD 

CHAIDIR 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  

NOMOR 23 TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 

TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN 

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

No Nama/NIP Jabatan 
Jabatan Dalam 

TIM 

1. CHAIDIR KETUA 
KETUA 

PENGARAH 

2. HAIRUL ANWAR ANGGOTA 
WAKIL KETUA 

PENGARAH 

3. ISNAWIYAH ANGGOTA 
ANGGOTA 

PENGARAH 

4. 
JAKA WAHYU 

RAHMANTO 
ANGGOTA 

ANGGOTA 

PENGARAH 

5. SUPRIANUR ANGGOTA 
ANGGOTA 

PENGARAH 



6. YASIN NAVARIN SEKRETARIS 
PENANGGUNG 

JAWAB 

7. YOHANES WIBOWO 

KASSUBAG TEKNIS 

PENYELENGGARAAN 

PEMILU DAN HUKUM 

KETUA 

8. TIRTO APRILILIUS 
KASSUBAG PARMAS 

DAN SDM 
ANGGOTA 

9. 
NURUL AIDA 

HANDAYANI 

KASSUBAG 

KEUANGAN, UMUM 

DAN LOGISTIK 

ANGGOTA 

10. GUSTI ABDURRAHIM 

KASUBBAG 

PERENCANAAN, 

DATA DAN 

INFORMASI 

ANGGOTA 

11. GUNTORO MAHARDANI OPERATOR 

ANGGOTA 

MERANGKAP 

OPERATOR SPIP 

 

Ditetapkan di Pangkalan Bun  

Pada tanggal 2 Oktober 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

KABUPATEN KOTAWARINGIN 

BARAT  

 

TTD 

CHAIDIR 

 


